BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR |20 TAHUN 2022

TENTANG

"KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES8Z
BUPATI JEMBER

Pripritas Nasional

Menimbang : a. bahwa dalam rangka i
| ot melakukan

Penyederhanagn

Pemberdayaan Perempuan,

gd Berencana Kabupaten Jember;

pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang

w1an Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

s"Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

afga Berencana Kabupaten Jember sudah tidak sesuai
dengan  perkembangan  peraturan  perundang-undangan,
sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 153 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398};
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12,

. Peraturan Pemeri

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomeor 11 Tahun 2017 tentang Manajeme

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatiin
2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik-ffidonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentarig—P¢rubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahua 2017 tentdang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ne idonesia Tahun

CF blik Indonesia

Nomor 6477),
afig Pembinaan
Lembaran Negara Republik
bahan Lembaran Negara

dan Pengawa
¢ .

g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
epubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana
¢clah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 163 Tahun 2016 tentang
Pedoman, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah, Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Jember;



13.

Menétapkan :

1

1

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan-

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah
Jember.

4. Dinas Pemberdayas

Hgar” Anak dan
sebut Dinas adalah

epala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
dan Keluarga Berencana Kabupaten

. i1s adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan

erempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jember.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Jember,

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Jember.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan  urusan pemerintahan yang menj
kewenangan daerah di bidang pemberdayaan peremp dan
perlindungan anak serta di bidang pengendalj penduduk
dan keluarga berencana.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas S imaksud pada
ayat (3), menyelenggarakan fungsi:”

\h mberdayaan
1 k \ser i bidang
Ihharga\ber a;

ah idang pemberdayaan

| anak serta di bidang

h keluarga berencana,;

asi dan pelaporan daerah di bidang

perempuan dan perlindungan anak serta di

bidangpengendalian penduduk dan keluarga berencana;
elaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan
dan informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;




f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional;

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas merencanakan; tlaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikar administrasi

umum, kepegawaian, perencane i' angan serte
tugas lain yang diberikan DA
(2) Untuk melaksa pada ayat(1),

Sekretaria

jjakdfh—operasional tugas dan

, kepegawaian, perencanaan,

gandi lingkungan Dinas;

ian—" pelaksanaan tugas dan dukungan

3 umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan

kelarigan di lingkungan Dinas;

c” pemantauan  evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan
keuangan di Lingkungan Dinas;

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan

€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan Dinas;



d.
e.

f.

S

. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas,

perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya;,

menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan

pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;

. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan

perlindungan aset/barang milik daerah;
melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuh

kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha ke Wwaian
lainnya;
. menyusun laporan pertanggungjawaban a anaan tugas;
dan
. melaksanakan tugas-tugas lai 1 ﬁl oleh Sekretaris.
Bidan a erli g rempuan
6
dayaa flindungan Perempuan sebagaimana

3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas
elaksanakan dan mengkoordinasikan program

ibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
a tugas lain yng diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai
fungsi:

a.

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan dan ketahanan keluarga;

perumusan pedoman teknis dan program Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan serta ketahanan keluarga;

. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta ketahanan
keluarga;

. pelaksanaan parameter Pemberdayaan dan Perlindungan

Perempuan;

. penyusunan Sistem Informasi Data Gender data terpilah;

pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta
ketahanan keluarga;

. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta ketahanan
keluarga;



h. pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta ketahanan
keluarga;

i. pelaksanaan fasilitasi jejaring Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan serta ketahanan keluarga;

j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan Anak
Pasal 7

(1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasa
3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencamakan,
melaksanakan dan  mengkoordinasikan  advokasi  dan
perlindungan anak, pemenuhan hak ang peningkatan
kualitas hidup anak, serta tugas lain yang-i oleh Kepala
Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugdgs-se !
(1), Bidang Perlinduriga /rl men|

a. perumusan_kebijgk yn dan pelaks

gln isasi pelaksanaan kebijakan di

dan kecamatan;

e. memfasilitasi kegiatan Kabupaten Layak Anak; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan
Informasi
Pasal 8

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan
Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1} huruf
e, mempunyai tugas merumuskan Kkebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian
Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan
dan Informasi mempunyai fungsi :



a. perumusan kebijakan dan  pelaksanaan  kebijakan
Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan
Informasi;

b. perumusan pedoman teknis dan program Pengendalian
Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi;

c. pelaksanaan perumusan, pemaduan dan sinkronisasi
kebijakan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi
dengan pemerintah Kabupaten dalam rangka Pengendalian
Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi;

d. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang
Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan
Informasi;

e. pelaksanaan pengembangan desain program, koordinasi, dan
advokasi, komunikasi, informasi, edukasi;

f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serts

pengendalian kuantitas penduduk,
pembinaan kesertaan keluarga berencana;

rencana dan Keluarga Sejahtera
Pasal 9

keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana
imaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas
mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera serta tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera;

b. perumusan pedoman teknis dan program Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera;

¢. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di
bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

d. pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera;

e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera;

f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan (fasilitasi
pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;



g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

BAB IV
UPTD
Pasal 10

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD merupakan klasifikasi B

(4) Jumlah, nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas
dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNE

Kelompok Jabatan Fu
kegiatan sesuai_dengad
berdasarkar

: Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
(1), huruf b angka 2, huruf ¢, huruf d , huruf e,
f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi
pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas
dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan  pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing
uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan
pejabat yang berwenang.

(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati.




BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing” dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksafaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisast
mematuhi petunjuk dan bertanggy ; j

pirTipinan  satuan

masing-masing serta merfya
waktu.
(5) Setiap P
organjss AW 0| wajib) dioldh dan dipergunakan
fJ i ‘ sporan lebih lanjut dan untuk
- o I pada bawahannya.
ampaikdan  laporan  masing-masing  kepada
laporan wajib disampaikan pula kepada
ofganisasi lain yang secara fungsional mempunyai
sbingan kerja. :

engikuti dan
da atasannya
O berkala tepat

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 14

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.



(1)
(2)
(3)
(4)

()

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 15

Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan
Administrator.

Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan
Administrator.

Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan
Eselon IVa atau merupakan Jabatan Pengawas.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan
Eselon [Vb atau merupakan Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Din Perempuan,
Perlindungan Anak dan K sebagairpana
tercantum dalam hogia tidak

terpisahkan dari

il

AN PERALIHAN
Pasal 17

Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jember sampai dengan
dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Jember
Nomor 16 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta
tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2021 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.




Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3| Desember 2021

BUPATI JEMBER,

ttd o
-

gkan di Jember
ssal 2\ Degembel 2021

ARIS DAERAH,

Diundan
pad'

tama Madya
30 :1/5’ 99202 1 001

s
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